
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Nakal

Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari

Sang Pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya,

sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian

anak. Berbeda dengan pandangan dari sisi hukum, seperti Undang-Undang No. 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) Anak adalah seseorang

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Serta pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Kemudian

dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 yang berlaku pada

tanggal 14 Desember 1990, yang dimaksud dengan anak adalah yang belum

berusia 18 (delapan Belas) tahun.

Ketentuan tentang pengertian anak diatas terdapat perbedaan mengenai batasan

umur, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang pengertian anak

sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun hal ini mungkin dikaitkan dengan asumsi

pembentuk Undang-Undang, dan bahwa apabila anak sudah mencapai umur

tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu untuk mandiri sehingga dapat
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mensejahterakan dirinya, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan

resolusi PBB pengertian anak adalah apabila belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun, sehingga masih memerlukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan

dari kedua orang tuanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72

memberikan batasan-batasan tentang pengertian anak sebagai berikut :

Pasal 45 KUHP :

”Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena
melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat
menentukan, memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan
kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya
yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu
jika perbuatan merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut
Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532,
536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dia rasa dan
putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana”.

Pasal 72 Ayat (1) KUHP :

”Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas

pengaduan, belum enam belas tahun dan belum cukup umur atau orang

yang berada di bawah pengampunan karena sebab lainya keborosan, maka

yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”.

Ketentuan di dalam Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1) memberikan pengertian tentang

anak lebih muda  umurnya dibandingkan dengan ketentuan seperti yang

disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 dan resolusi PBB.

Adanya ketegasan tentang ketentuan batas umur anak sangat penting karena

apabila ia melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan termasuk
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dalam katagori anak atau bukan. Sehingga petugas dilapangan mempunyai

ketegasan yang pasti, untuk itu maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Peradilan Anak mempertegas tentang pengertian anak di mana di dalam

Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa :

”Anak adalah anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
belum kawin. Undang-Undang tentang peradilan anak melihat sisi anak
dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan
kejahatan sebelum anak tersebut umur 8 (delapan) tahun tidak
dikatagorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat diminta
pertanggung jawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 8
(delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai
pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila
anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawain maka
bukan dikatagorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum
bukan peradilan anak”.

Menentukan kebenaran umur dalam menangani perkara anak harus ada alat atau

bukti yang dipergunakan seperti Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Balajar,

Surat Keterangan Lahir. Hal ini demikian diperlukan biasanya terjadi apabila anak

badannya bongsor (besar) sehingga kasat mata agak meragukan umurnya apakah

benar yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (Gatot

Supramono, 1998 : 20).

Pengertian anak nakal Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

disebutkan bahwa anak nakal adalah :

”Anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang

terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan”.
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Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya diatur dalam

KUHP akan tetapi juga diatur diluar KUHP, meskipun didalamnya tidak

disebutkan istilah tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal.

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP adalah mencari

dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Sedangkan

menurut Andi Hamzah bahwa ”tujuan hukum acara pidana yang ditujukan untuk

mencari dan menemukan kebenaran materiil hanya merupakan tujuan antara”.

Berarti ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia,

yaitu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan

sejahtera.

Proses tindakan penyidikan dalam perkara pidana, maka aparat penegak hukum

yang disebut sebagai penyidik adalah dari pihak Kepolisian Negara Indonesia, dan

yang dimaksud dengan pengertian dari penyidikan itu sendiri adalah seperti yang

tersebut pada Pasal 6 KUHAP, yaitu :

(1) Penyidik adalah :
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh Undang-Undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagai mana di maksud dalam ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Polisi sebagai penyidik seperti yang diuraikan di atas, maka polisi mempunyai

tugas atau kewajiban melakukan penyidikan. Disamping itu petugas Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang ditentukan oleh undang-undang juga dapat melakukan

penyidikan.
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Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud oleh undang-undang

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam perundang-undangan di

luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan

khusus, seperti Undang-Undang tindak pidana ekonomi dan Undang-Undang

tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Polisi berfungsi

sebagai penyidik umum, dalam arti tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian

Negara Indonesia dalam melakukan penyidikan yang berasal dari pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu dengan penyidik dari pejabat kepolisian yaitu dalam bidang

”koordinasi dan pengawasan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP), pemberian petunjuk dan

bantuan, laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan, serta

menyerahkan hasil dari penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP)”.

Wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan, menurut Pasal 7 (1) KUHAP,

menyebutkan :

Penyidik sebagai mana di maksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara
i. mengadakan penghentian penyidikan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
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Selanjutnya mengenai tugas penyidik Polri dalam bidang peradilan adalah sebagai

mana diatur dalam Pasal 8 KUHAP, yaitu :

(1). Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam
Undang-Undang ini.

(2). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
(3). Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan :
a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
b. Dalam hal penyididkan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 KUHAP mengatur tentang wilayah hukum tugas penyidik Polri. Wilayah

hukum penyidikan meliputi seluruh wilayah Indonesia atau daerah hukum

masing-masing di mana tugas penyidik Polri diangkat. Bunyi Pasal 9 KUHAP

sebagai berikut :

”Penyelidik dan penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada

umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum

masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang”.

Apabila dikaitkan dengan tindakan penyidikan, penyelidikan pun tidak terlepas

dari bidang penyidikan, karena penyelidikan merupakan salah satu cara dalam

fungsi penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan penyelidikan  adalah serangkaian

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP),
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sedangkan yang di maksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Atas dasar uraian di atas, maka sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu

harus di terima data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan yang

menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi benar-benar merupakan suatu

tindak pidana, sehingga dengan demikian dapat terpenuhi syarat untuk

diadakannya suatu penyidikan. Sedangkan yang di maksud dengan penyidikan

menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, adalah :

” Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya”.

Menurut R. Soesilo. 1979 : 7, penyidikan berasal dari kata ”sidik” yang berarti

terang, maka penyidikan mempunyai arti membuat terang kejahatan. Sehingga

dengan adanya tindak penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang

terjadi dan orang yang telah berbuat. Selanjutnya R. Soesilo (1979 : 7)

mengatakan bahwa penyidikan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Penyidikan dalam arti luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan
pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-
menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

b. Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang
merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminal Polri yang
merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.
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Jelas dapat dikatakan bahwa Polisi yang ditunjuk sebagai penyidik, dalam

melakukan tugas penyelidikan dilapangan melakukan kegiatan-kegiatan antara

lain pengusutan, pemeriksaan, atau tindakan-tindakan dalam bentuk

pemberantasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal ini

tentunya dengan tidak meninggalkan sifat-sifat dari suatu penyidikan, dimana

seorang tersangka harus diperlakukan sebagai subyek.

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut

penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.

2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.

3. Pemeriksaan ditempat kejadian.

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

5. Penahanan sementara.

6. Penggeledahan.

7. Pemeriksaan atau interogasi.

8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).

9. Penyitaan.

10. Penyampaian perkara.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada

penyidik untuk disempurnakan.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

dangan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah

dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum (P.A.F. Lamintang

1996: 185).

Menurut Vos, strafbaarfeit adalah suatu tindakan kelakuan manusia yang diancam

oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

dengan diancam pidana (Bambang Poernomo, 1978: 86). Strafbaarfeit

mengandung unsur objektif dan unsur subjektif.

Segi objektif adalah :
a. Perbuatan manusia
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam

Pasal 281 KUHP bersifat open baar atau ”dimuka umum”.

Segi subjektif dari tindakan pidana adalah :
a. Orang yang mampu bertanggung jawab
b. Adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan atau dengan
keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Soedarto, 1990 : 41).

Menurut Moeljatno, (1985 : 24) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang pada dasarnya

dapat di bagi dua macam yakni unsur objektif dan unsur subjektif

a. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku  atau yang

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu

dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus

dilakukan.

b. Subjektif yaitu yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam diri dan

dihatinya.
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Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII,

dalam buku tersebut memuat bahasan dan pengertian pencurian. Bunyi Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut adalah :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan
hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Melihat rumusan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian

merupakan delik formil di mana diancam hukuman atau larangan oleh Undang-

Undang. Namun dalam penerjemahannya terdapat perbedaan antara ahli hukum

dan para sarjana hukum seperti P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir

mempergunakan istilah menguasai hukum memiliki, yaitu sebagai berikut :

Barang siapa mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara
melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian, di hukum
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda
setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah (P.A.F. Lamintang dan C.
Djisman Samosir, 1983 : 198).

Perbedaan kata tentang memiliki dan menguasai tidak mengubah penetapan Pasal

362 KUHAP terhadap kejahatan pencurian dan memberikan pengertian bahwa

perbuatan di atas sebagai perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud

untuk memiliki secara melawan hukum. Selanjutnya terhadap pencurian

kendaraan bermotor dalam subtansinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tidak ada peraturan yang khusus mengaturnya. Tetapi dapat ditafsir

sebagai kejahatan pencurian karena pencurian kendaraan bermotor memiliki

unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tersebut.
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D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

ada dan benar serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

(Soerjono Soekanto, 1983 : 3).

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ketidakserasian

antara ”tritunggal” nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi

apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di

dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola prilaku tidak tearah yang

mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, 1983 : 4, penegakan hukum dapat dikatakan

bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di

dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga

pengertian ”law enforcement” begitu populer. Selain dari itu maka kecenderungan

yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-

keputusan hakim. Masalah pokok  dari pada penegakan hukum sebenarnya

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor

tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada Undang-Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

E. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 Undang-Undsang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan

yang digerakkan dengan peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu. Sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat pengertian yang baku dari

kendaraan bermotor melainkan harus dilakukan pemisahan kata kendaraan

bermotor menjadi :

a. Kendaraan

Kendaraan yaitu kendaraan yang digunakan untuk dikendarai atau untuk

dinaiki seperti kuda, kereta dan kendaraan bermotor.

b. Bermotor

Kata bermotor terdiri dari awalan ber- dan kata dasar motor. Awalan ber-

mempunyai makna memiliki atau mempunyai, sedangkan kata bermotor

mempunyai makna mesin yang menjadi tenaga penggerak. (Depdikbud,

1998 : 419-593).


